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A. Latar Belakang

Setelah era reformasi berbagai perubahan telakutda di dalam berbagai
bidang aspek ketatanegaraan. Amademen terhadap LBJ5 menjadi momok
terhadap perubahan yang mendasar dalam prosesumaaggra demokratis yang di
cita-citakan. Sebagai dasar hukum atas hukum —rhufang berlaku di Indonesia,
dengan terjadinya amandemen terhadap UUD 1945 rkikagiean perubahan terjadi
di segala aspek ketatanegaraan.

Berbagai pasal dalam UUD 1945 yang dirasakan ts#skiai dengan cita —
cita reformasi diamandemen, baik direvisi, di tambtau bahkan dicabut. Salah satu
pasal yang terkena amandemen adalah Pasal 18lay#t/D 1945 yang berbunyi:

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atasatiagaerah provinsi dan

daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten kida, yang tiap-tiap

provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pentefnen daerah, yang
diatur dengan undang-undang.”

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 18 ditetapkanadain:

= Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propiasi propinsi
akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil.

= Di daerah-daerah yang bersifat otonom (streek dadale
rechtsgemeenshappen) atau bersifat daerah admasnishelaka,
semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengdang-
undang.

Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadddedan perwakilan

daerah oleh karena didaerah pun pemerintahan aleserdi atas dasar



permusyawaratan. Negara Indonesia merupakan seanheidsstaat(negara
kesatuan), maka Indonesia tidak akan mempunyaidbagalam lingkungan yang
bersifatstaat(negara) juga. Pasal ini menjadi payung hukum palgiksanaan sistem
desentralisasi yang lebih dikenal masyarakat seloémaomi daerah.

Dasar di terapkannya otonomi disebabkan campuratapgmerintah pusat
yang terlalu jauh dalam kewenangan rumah tanggeepetah daerah selama masa
orde baru berlangsung. Hal ini mengakibatkan terjad berbagai kekurangpuasan
daerah akibat dari ketidakmerataan pembangunagr]&eibatan dalam segala bidang
kehidupan di daerah karena harus menunggu keputisarpusat terhadap segala
permasalahan yang muncul. Pada masa orde barummeriptah menerapkan
berbagai penyeragaman dalam berbagai hal sepenta medesaan dimana semua
pedesaan di seluruh Nusantara dinamakan dengasejesdi di Pulau Jawa (padahal
di tempat lain dikenal dengan Nagari di Minangkab&usun dan Marga di
Palembang, dan lain-lain). Mengutip tulisan Diandino (Beratha, 1928:28)
menyebutkan bahwa:

“Istilah desa tidak dipakai di seluruh daerah didnesia, masing-masing

daerah menggunakan istilah sendiri-sendiri sesabasa daerahnya sebagai

contoh di  Aceh memakai nama Gampong atau MeunadahBatak

menyebutnya Huta atau Kuta, di Minangkabau menyslutNagari, di

Sumatera bagian Timur menyebutnya Mendopo atau &adg lampung

menyebutnya Dusun atau Tiuh, di Minahasa menyehutgnua, di Ujung

Pandang menyebutnya Gaukang, dan banyak laghisilanya.”

Penerapan otonomi daerah dengan payung hukum Unrdbaimglang Nomor

32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengaterikangan daerah dari mulai

pemerintah tingkat | (Provinsi) dan PemerintanhgKat 1l (Kabupaten / Kota)



termasuk desa sebagai lembaga pemerintahan tedketiawahnya. Akan tetapi
untuk pemerintahan desa, kemudian pemerintah mesgg@n Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2005.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72n&005 Tentang
Desa diharapkan pemerintah Desa dalam menjalgpémrerintahannya bisa lebih
baik lagi dari sebelumnya. Akan tetapi kurangnyasiadsasi di awal
diberlakukannya, menurut perangkat Desa Neglasaniva mereka belum dapat
sepenuhnya melaksanakan Peraturan Pemerintah No2ndrahun 2005 Tentang
Desa termasuk didalamnya tentang peran BPD dallh satu fungsinya bersama-
sama dengan Kepala Desa menetapkan Peraturan Bas@i dikarenakan mereka
belum sepenuhnya memahami maksud dari Peraturaeridégth Nomor 72 Tahun
2005 Tentang Desa ini.

Istilah lembaga yang dikenal denggdadan Permusyawaratan DefaPD) di
tiap — tiap Desa atau sebutan lain bagi desa niemshlilah yang berbeda.. BPD
memiliki fungsi legislasi atas fungsi eksekutif gadi miliki oleh Pemerintah Desa.
Hal ini di karenakan BPD lebih berfungsi dalam ntapkan Peraturan Desa (Perdes)
bersama — sama dengan Pemerintah Desa. Undangah@niengamanatkan BPD
untuk dapat berperan besar menurut fungsinya sgisalisebagai mitra bagi
pemerintah desa sehingga di harapkan mampu mergldan mengawasi jalannya

pemerintahan Desa serta bersama — sama dalam nkam@&jasa.



Menurut pengamatan penulis pada tiga desa yangederigaitu hasil pra
observasi di satu desa dari tiga desa tersebutermétan fakta diantaranya bahwa
Pemerintah Desa belum memperoleh sosialisasi yaagsimal tentang Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang PemeringaidD, serta fakta yang sama
tentang BPD, yaitu kurang maksimalnya fungsi dé&bDBseperti apa yang seharusnya
menurut Peraturan Pemerintah. Hal ini lebih dikakam oleh kesibukan para
anggota BPD (termasuk ketua di dalamnya) yang bete masing — masing telah
memiliki pekerjaan (mata pencaharian) tetap sebefliamgkat menjadi anggota
BPD. Kesibukan inilah yang menjadikan para angdg@R®d sedikit banyak tersita
waktu mereka untuk kesibukannya masing — masingest&ra kesempatan untuk
menjalankan tugas sebagai anggota BPD begitu kuréta ini tentu saja berbeda
dengan pemerintah Desa yang lebih fokus terhadgsilya karena memang jabatan
sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa adalahjgaekenereka sehingga dapat
bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsingassataksimal.

Sementara itu karena sosialisasi terhadap PeraReamerintah yang baru
masih terhambat maka berpengaruh pada berbagardgiam kerja seperti dalam
pembentukan BPD. Sesuai amanat Pasal 30 ayat r@duRen Pemerintah Nomor 72
Tahun 2005:

“Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa beatan

berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkanngde cara

musyawarah dan mufakat”.

Masalah ini menimbulkan dampak negatif bagi kenmajdasa, terutama

terkait dengan tugas BPD dalam menetapkan PeraDesa bersama — sama dengan



Pemerintah Desa. Betapa tidak, BPD dapat membetkkantribusi yang berarti
melalui pemikiran dan ide — ide yang berakar dgpirasi masyarakat Desa.

Setiap Desa secara otomatis memerlukan Peraturaa Bebagai payung
hukum dalam melaksanakan setiap kebijakan Pemleaint®esa. Peraturan Desa
harus mendapatkan persetujuan dari BPD sebelunetaipkan. Meskipun dalam
kenyataan di temukan berbagai masalah yang saéngpitan, namun Pemerintah
Desa dan BPD harus tetap menjalankan aturan yaaly ditetapkan. Mekanisme
penyusunan Peraturan desa harus sesuai dengamr&erRBemerintah Nomor 72
Tahun 2005 Tentang Desa sebagai payung hukumngegndi Peraturan Daerah
(Perda) yang akan menjadi penjabarannya.

Melihat data — data dan fakta — fakta yang telatufie uraikan, maka penulis
merasa tertarik untuk meneliti proses penyusunaatétan Desa di tengah — tengah
permasalahan yang telah diungkapkan tersebut udig&ri jawabannya atas
pertanyaan ; langkah seperti apa yang ditempuh pérherintah desa bersama —
sama dengan BPD agar penyusunan Peraturan DeskegPéapat terlaksana dan
memenuhi syarat — syarat yang telah di tetapkaruroémpayung hukumnya. Maka
dari itu penulis akan melakukan penelitian sebagaan penyusunan skripsi dengan
judul : “Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa Menurut PeaatuPemerintah
Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa” (Studi Deskriptiflitis Di Desa Neglasari

Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung).



B. Fokus Pendlitian

Peneletian ini memfokuskan pada masalah “Bagainsmalproses
penyusunan Peraturan Desa di Desa Neglasari KegamBanjaran menurut
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 TentargpDe Berdasarkan latar
belakang masalah diatas dan untuk membatasi sjaditajuan dapat dicapai sesuai
dengan sasaran dan untuk mempermudah penelitiaigperembatasi masalah yang
akan dibahas, yaitu:

1. Apakah dalam penyusunan Peraturan Desa di Degkasdei Kecamatan
Banjaran telah sesuai dengan peraturan perundasgaagai payung
hukumnya?

2. Bagaimanakah tata cara atau mekanisme penyusuratnnae desa Neglasari
Kecamatan Banjaran menurut Peraturan PemerintahoN@& Tahun 2005
Tentang Desa?

3. Kendala-kendala apakah yang muncul dalam prosegupenan peraturan
desa di Desa Neglasari Kecamatan Banjaran?

4. Bagaimanakah upaya yang dilakukan Pemerintah Desgpun BPD desa
Neglasari Kecamatan Banjaran untuk menyelesaikaidta-kendala yang

muncul dalam proses penyusunan Peraturan Desa?



C. Tujuan Pendlitian
Tujuan umum dilaksanakannya penelitian ini adalatiuki mengetahui
bagaimana pelaksanaan penyusunan Peraturan DesaumBeraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
Tujuan khusus penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui apakah penyusunan peraturan d&esd Banjaran telah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan ydagber
2. Untuk mengetahui bagaimana tata cara atau mekamemgeaisunan peraturan
desa.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang muncul dglamses penyusunan
peraturan desa.
4. Untuk mengetahui upaya penyelesaian terhadap kekeadala yang

muncul.

D. Kegunaan Pendlitian
Kegunaan dari penelitian ini adalah:
1. Secara teoritis
Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengegan keilmuan
pada umumnya dan khususnya bagi ilmu hukum tataraedan ilmu

pemerintahan daerah.



2. Secara praktis
a. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai anmgke
penyusunan peraturan desa.
b. Memberikan sumbangan pemikiran baik secara khusagpum secara

umum kepada Pemerintah Desa dan BPD dalam mengai&mnkerjanya.

E. Batasan I stilah
Untuk menghindari kesalah pahaman dalam penafsstdah-istilah yang

digunakan dalam penelitian ini, maka akan dijelaskeberapa istilah tersebut.

Adapun istilah-istilah yang dimaksud adalah sebbgekut:

1. Desa

Menurut Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (5) PeratBemerintah Nomor 72
Tahun 2005 Tentang Desa, yaitu :
“Desa atau yang disebut dengan nama lain, sela@judisebut desa, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batdayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingayarakat setempat,
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat giakui dan dihormati
dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Repulldobsia.”
Desa berdasarkan Penjelasan Atas Peraturan PeaheNwmor 72 Tahun
2005 Tentang Desa, yaitu:
“Desa atau yang disebut dengan nama lain, selam@judisebut desa, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batks/ah yuridiksi,
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingeyarakat setempat
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempag wakui dan/atau
dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional daedbedi kabupaten/kota,

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar raNeapublik
Indonesia Tahun 1945.”



2. Peraturan Desa
“Peraturan Desa adalah semua peraturan desa ysetigpian oleh Kepala
Desa setelah dimusyawarahkan dan telah mendappatksetujuan Badan
Perwakilan Desa.” (HAW. Widjaja, 2003: 94).

3. Undang-Undang
Undang-Undang ialah suatu peraturan negara yangpoeai kekuatan
hukum yang mengikat diadakan dan dipelihara olelgpasa negara. (Kansil,
1989: 46).
“Undang-Undang adalah suatu bentuk Peraturan pangash yang diadakan
untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar atau Ketet®f’R.” (Kansil,
1989: 55).

4. Pemerintah Daerah
Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan PemerinbaoN72 Tahun 2005
Tentang Desa, yaitu: “Pemerintah Daerah adalah @&ube Bupati atau
Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur pEmyghra pemerintahan
daerah.”
Selanjutnya yang dimaksud dengan Pemerintahan fdaeesmurut Pasal 1
ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2@dfahg Desa, yaitu:
“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan unpearerintahan oleh
pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomiugias pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sisdem prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksathddndang-Undang
Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945.”
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5. Badan Permusyawaratan Desa
Badan Permusyawaratan Desa menurut PenjelasanIPagat (8) Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005:
“Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut mlengana lain,
selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang padan perwujudan
demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa.”

F. Metodologi Penelitian.

1. Spesifikasi Penelitian
Penelitian yang dilakukan penulis, merupakan peaelideskriftif analitis
yaitu menggambarkan secara sistematis fakta-fakig ynenyangkut masalah
mengenai mekanisme penyusunan peraturan desaadBdegran.

2. Metode Pendekatan
Menurut Dian S. (Ali, 1984:54) menuliskan bahwa odet penelitian adalah
suatu cara untuk memperoleh pengetahuan atau miekaecasuatu
permasalahan yang dihadapi. Penelitian ini mendgmanetode penelitian
deskriptif analitis, karena dipergunakan untuk niériesjadian-kejadian yang
sedang berlangsung dan berhubungan dengan koadisns

3. Tahap Penelitian
Penelitian ditekankan kepada data sekunder atea ldgiustakaan sesuai
dengan sifat yuridis-normatif yang akan ditunjaighowawancara. Dengan

demikian maka penelitian dilakukan melalui tahap:
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a. Orientasi dan memperoleh gambaran umum

b. Eksploitasi fokus atau masalah dan analisis data

c. Tahap pengecekan hasil penelitian (prosedur “Mer@bexck” 1)

4. Pengumpulan Data
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dipenadengan teknik:

a. Studi Dokumen adalah mencari data mengenai haitasal variabel
berupa catatan, transkrif, buku-buku, surat kalajalah, prasasti dan
sebagainya. Dian S. (Arikunto, 1993:202).

b. Wawancara adalah percakapan dengan maksud terjmrttgkapan
itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancaraefwiewer) yang
mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (ieteee) yang
memberikan jawaban atas pertanyaan itu. (Molec®@3:1.83)

c. Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secangsung
terhadap objek penelitian. Dengan observasi kit@l@le gambaran
yang lebih jelas tentang kehidupan sosial yang digeroleh dengan
metode lainnya. Dian S. (nasution, 1988:122).

5. Analisis data
Data hasil temuan atau penelitian yang diperoletulpge dianalisis dengan
menggunakan metode analisis normatif kualitatifituyanengelompokkan

masalah-masalah yang ada sehingga tidak menggunakais matematis dan

statistik.
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Bodgan dan Taylor (1975 : 5) mendefinisikan “metodokualitatif sebagai
prosedur penelitian yang menghasilkan data degkrygrupa: kata-kata

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilangydapat diamati”.

G. Subjek dan Lokas Penelitian

Dalam tulisan Diah S.(Suharsimi: 96:114), Subjekgitian adalah orang
yang dapat merespon atau menjawab dan memberitf@marsi tentang pertanyaan-
pertanyaan dari penelitian. Subjek dalam penelitiah adalah Kepala Desa,
Sekertaris Desa, Aparat Perangkat Desa, BPD sektd tmasyarakat yang terlibat
dalam proses penyusunan peraturan desa di Desadsdagtiengan jumlah sesuai
dengan yang diwawancarai.

Adapun lokasi penelitian dalam penelitian ini abalangkungan Kantor

Pemerintahan Desa Neglasari Kecamatan BanjaranpésdiuBandung.



